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bahwa dengan  telah ditetapkannya Peraturan
Pemerintah Momor 20 Tahun 1997 sebagal - pelaksanaan
dari Undang - undang Nomor 18 Tahun . 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Dagrah, maka Peraturan
Dasrah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora tentang
Pajak - Dasran dan Retribusi - Daerah- = perlu

Cdisesuaikans

hahwa untuk melaksanakan penyesualan sebagaimana;

dimaksud huruf a diatas, maka perlu menyusun dan
menetapkan  Peraturan Daerah Kabupatan Dasran
Tingkat . II Blora tentang Retribusi Parkic 01 Tepi

cJdalan Umum.

_Uhdang -~ undang Nomor. 13 Tabhun 1950 tentang Pem—

‘bantukan Dasrah-dasrahn Kabupatan’Dalam Lingkungan
lik

Propinsi Jawa Tengah (Berita MNegara apubli
Indonesia Tabun 19500 ; , ' A ‘ o

. Uhdang“undaﬂg CMomor 5 Tahun 1974 tentand  Pokok-

pokok Pemerintahan Di  Dasrah (Lembaran  MNegara

Republik Indonesia Tahun 1974 Momor. 38, Tambahan -

Lembaran Megara Republik Indonssia  MNomor 03T )

‘Undang~undang Momer 13 Tahun 1980 t@htang Jalan

(LLembaran Megara Republik Indonesia Tahun 1980
Momor 83, Tambahan Lembaran Hegara Pepublik
Indonesia Nomor 3186 ) ' :

&1

Undahgwuﬂdang, Mothor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

fcara Pidana {(Lembaran Negara Republik. Indonesia

Tahun 1981 HMNomor 76, Tambahan Lembaran HNegara

Republik Indonesia Momor 3209);

tUndang—-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu
Lintas Dan aAngkutan Jalan (Lembaran Negara Republik

‘3Ind©nﬁ$ia Tahun 1992 MNomor 49, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Momor 2480);

.Undanngﬁdang- Momor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah Oan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1997 dMomor 41,  Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonssia Momor 3685);




7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1285 tentang
Jalan ( Lembaran Megara Republik Inuones ia  Tahun
19285 Nomﬂr 37, Tambahan Lembaran pMNegara Raepublik
Indonesia Momor 3293%);

8 Peraturan Pemerintah NHomor 22 Tabun 1990 tentang
Penverahan 3ebaglan Urusan Demerintah Dalam Bidang
Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kepads Dasrah Ting-
kat I Dan Daerah Tingkat IT1 ( Lembaran HNegara
Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tampahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Momor 410 )

9. Peraturan Pemerintah Momor 4% Tahun 1993 tentang
Prasarana Dan Sarana Lalu Lintas Jalan (  Lembaran
Megara Republik Indonesia Tabun 1993 Momor 63,
Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Homor

529 )

10, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1297 tentang

Retribusi Dasrah {L.embaran Negara Repunlik
Tndonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran

Megara Republik Indongsia MNomor 3692);

11. Peraturan HMenteri Dalam Negeri Momor 2 Tahun 1994
tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daeran:

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Momer 2 Tahun 1996
tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeril
Noemor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksansan  Anggairan
Pendapatan dan Balanja Dasgrah;

¥<‘Pmraturan Menteri Dalam Megeri NOmur 4 Tahun 1997
\% tentang FPenyidik Pegawal Negeri uﬁﬁl “di Lingkungan
Pamerintah Daerah. f

ét.lﬁn Keputusan Menteri Perhubungan Momor KM 4 Tahun 1994
tentang Tata Cara Parkir Kendaraan Bermotor 01
Jalan;

[ 16 . Keputusan Menteri Dalam Megeril Momor 171 Tahun 1997
tentany PBrosedur  Pengesahan Peraturan Dasran
tentang Pajak Dan Retribusi Dasrahng

[8 17. Keputusan Menteri Dalam Megeri Homor 174 Tahun 1997
tentang Tata Cara Pemungutan Retribusl Dagrah;

1o Momor 175% Tahun 1997
an DI Bidang Retribusi

L? 18, Keputusan Menteril Dalam MNeg
tentang Tate Cara Pemsriks
Dasrar;

10\.19, Keputusan M@nta“i Edlam Megeri Momor 4% Tahun L3998
tentany sskah Dinas DI llng cungan  Pemsrintan
hanupurwn;huidmfﬁya Dasrahn Tingkat II;

‘ 20, Keputusan Menteril Dalam Megsril Momor 119 Tahun 1998
tentang Ruang i sodan  Jenis s Retribusi

Dasrah Tingkat I dan Daerah Tingkat II1.




1. Peraturan Dasrah Kabupaten Dasrah Tingkaf IT Blora
Momor & Tahun 1988 tentang Penyvidik Megsri

gg_ Sipil DI Lingkungan Pemerintah RQuupaTen Dasrah
C Tingkat II Blora ( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah

Tingkat II Blera Tahun 19288 Momor % Seri D Nomor
an,

Dengan  persetujuan Dewan Perwakilan Rakvat Daerah Kabupaten Dasrah
Tingkat I Rlora

MEMUTUSKAHN

Menstapkan @ PERATURAM  DAERAH  KABUPATEN DAERAN TIMGKAT TI1  BLORS
TEMTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI Jab.ab UMUM.

KETEMTUAN UM

Pasal 1

‘!. Dalam Peraturan Daerah inl vang dimaksud dengan
&. Daerah adalah Ksbupaten Dasrah Tingkat I Blora:
b. Femegrintah Dasirah adalah Pemsrintah Kabupaten Daerah Tingkat 1T

Blora:;
1la Dagrah adalah Bupatl Kepals Dasrah Tingkat II Blora:
rhiv adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan vang tidak
ersifat sementara;

€& r“ﬂndf Parkir adalah jalan-Jjalan unum dalam wilavah Kabupaten
Dagran Tingkat II Blora vang diperuntukkan sebagai tempat
parkir kendaraan;

T. Kendaraan adalah kendaraan bermotor dan tidak bermotor:

g. Retribusi Parkir DI Tepil Jalan Umum wvang selanjutnya disebut
retribusl  adalah  pungutan daerah sebagai pembavaran atas jasa
pelavanarn parkir di  tepi jalan umum vang dibsrikan alsh
Pemerintah Dasrah:

. Walib Retribusi adalah orang pribadi atau badan Yang  menuirut
peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan
pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi
tertentu;

'!. )K? Surat  Pemberitahuan Retribusi Dasrab vang selanjutnva disingkat
SPTRD  adalah surat vang digunakan oleh waiib retribusi untuk
melaporkan  perhitungan dan pembayaran retribusi  vang terutang

s
+ -

menurut Peraturan Dasran;

1 >x<<hn(ﬁ'\ﬁtetﬁpan Retribusi Daerah vang selanjutnva disingkat SKRD
adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi
terutang;

gn  Masa Retribusil adalah suatu jangka waktu tertentu vang merupakan
batas waktu bagl walib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari
Pemerintah Daerah;

F:,( Badan adalabh suatu bentuk badan uunhu vaig  mrelapuati

parseroan  terbratas, persceooan bosand L Loy FIERETEE AN

lainnya, badon uvsahs milik negara atau dasrah GEEgan
nama  dan bentuk apapun,  perssbhuotusa,  peebompulan »
firma, btongsi, koperasi, yayasan atau Grganisasl yang
sejen i, Lembaga, dans pensiun, bentul  wsaha  tetap
setrtx bentulk badan usaha lainnyva.

L/ . Pojabat adalah pagawail yaog diberi tugas  ber e b
dibidang  retribusi  dacrsh sesuail dengan  peratuean
perundang - windamngan yang er laka.
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MaMey, OBYEK OAN SUBYEK RETRIBUIY -
- . . I's
pasal 2 Dugan  lefrbus( farer & Tepi

Mama Retribusi agf%ﬁh Retripusi Parkir Di TsedJalan Umuwp. .. AR
(a—'\(m (VOIS STON Fw\@ut Ftubngmm Aac ?cmkﬂlmm ctitdac \mﬂqlr &

. Pasal 3
%Q\%*Mn Umum' -
Dbhyvek Retribusi adalah setiap pelayanan parkic di tepil Jalan umum.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan vyang mendapatkan
nelavanan parkir di tepi jalan umum.

BAaB IIT
GOLONGAN RETRIBUSI
FPasal 5
Retribusi ini termasuk Golongan Retribusl Jasa Umum.
B aB IV
CARD MEMGUKUR TINGKAT PEMGGUMAAN JASA
Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur berdasarkan jenis kendaraan
dan wakhu penggunaan.

BaBp Vv

PRINSIP PEMETAPAM, STRUKTUR DAN BESARNYS
TARIP RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip penetapan tarip retribusi adalah untuk biaya : administraszi,
pembangunan, penvediagan marka dan rambu  parkir, pengaturan  dan
pemsinaan.

Pasal 8

(1) Struktur dan besarnva tarip retribusi ditetapkan sebagal beri-
kutz

AL, Mobll barandg.
1. Truk dengan kKereta gandengan/truk dengan kereta tempslan /
tronton Rp. 1000,.- sekalil parkir;
2. Mobil tangki / truk Rp. 500,.- sekali parkirg
3. Pick Up Rp. 300,~ sekali parkir.

B, Mobil Bus Rp. 500,~ sekall parkir;

C. Mobil penumpang Rp. 300,- sekall parkir;

0. Sepeda motor/Kendaraan roda dua Rp. 200, sekall parkir.
©. Dokar, becak dan sepeda Rp. 100, ssekall parkir.

~
3
oy

Parkir berlangganan dikenakan 2/3 dari
dibavar tiap bulan.

tarip retribusil  dan

4 =




B aB Vi
TATS CARA PEMUNGUTAN DAN WILAYAH PEMUMGUTAM

Pasal @

an
'
ph

Retridswsl  dipungut | dengan menggunakan FRRED af%? %\%me lain
: (1l

ipersamakan. ?ﬁwunﬂadum Nﬁﬂbu&t onohﬁj<am

£27 Pemunguts retribusi  pada prinakkhya fludk mapur ialihkan
UQ

kepada pNiak ketiga/ dibogongkan. Irﬂ%ri Wﬁﬁm VNS
L = CRILP™ atay Folevman |am g N (rsamar
(3) Re

stribusi Arutang  dalam  masa retribusi, terjadl pada  saat
mendapatkal pelavanan parkir di tepl Jaian UM Um ..

retribusi sebagaimana dimaksud Fasal 8 Peraturan
isetor ke Kas Dasgrah secara brutto.

{4) Hasil pung tg
Daarah ini

Pazal 10

(1) Betiap Walib Retribusi walNb mepgisi 3PTRD.

Avat (1) pasal

(23 SPTRD sebagaimana dimaksug ini, of
:rha ditandatangani o

jelas, benar dan  lengkap
‘Retribusi  atau kKuasanya.

Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTRD ditetapkan oleh Kepala
Daarah.

A
M
S~

Pasal kA [@.

Retribusi dipungut di Wilavah Dasran.
BAB Y|
%mvam TERUANG - B AB VI

sCal y ]
(\4'\’\\&&&9\ -krum e‘U\ M [,w(,,, & ATH é CARa PEMBAYARAM
Xb Utauuahah. :

4

Kﬁpdld Dasrah menstapkan tanggal jatun  tempo pembayaran  Jdan
penvetoran retribusi terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari
setelah saat terutang.

Fae
N
p—

SKRD, SKRDKE, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan ,."“ﬁ Surat
Keputusan Kebenaran dan Putusan Banding vang abkarn  Jumlah
retribusi  wvang harus dibayvar bertambah, ! 15 d)luna~1 dalam
jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbit-
karnnya.

pernehonan secara  tertulis dalam  bahasa
V«tiwuu

(3 Kepala Dasrah atas
Indonesia dari Wajib Retribusi, dapat msmberikan pm

kepads Waijib Retribusi untuk mengangsur atau me
retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2% (Jdua pers

ulan.
f4Y Tata cara pembavaran, bempalt pembayaran, psnundaan  pembayaran

retribusi diatur dengan Kzputusan Kepala Daerat.

BaB W X

TaTHA CARS PEMAGTHAM




Fasal 132

(1) Felaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setslah
7 {tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan
mengesluarkan surat bavar/pesnysitoran atau surat
lainnva yang Seisenis sebagal awal tindakan
pelaksanaan penagihan.

(2} Dalam Jjangka waktu 7 {(tujuh) hari setelah tanggal
surat teguran/ peringatan/ surat lain vang HEIENis,
waiib retribusi harus melunasi retribusi terutang.

{Z) Surat teguran/ penyetoran atau surat lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini
dikeluarkan nleh Pejabat vang ditunjuk.

celan melampaul jangks  waktu
saat terutangnva  r ihusi
melakukan

{13 Penagihan retribusi, kKedaluwarsa seg
%3 {tiga) tahun ter ;
weuali  apabila  Waj

etk

s i

pldana o

pensglnan sebagaimana dimaksud asvat (1)
s Laerta guf apat
tkan Surat Teg dan Surat Paksa atau;

b Ada pengakuan utang retribusi dari Walib Retribusi pbailk lang-

TaTa CARA PEMGHAPUSAM PIUTAMG RETRIBUSIT
YAMG KAaDALUWARSH

g o e e e e [ S
11 kKars=na  hak

laluwarsa dapat dihapus,

(1) Piutang retribusi  wang tidak mungkin ditagih la
untuk melakukan penaginan sudah ks

(2) Kepala Dasrah menstapkan Keputusan Penghapusan Piutang Rstribusi
Qaerah vang sudahn kKadaluwarsa sebagal dimaksud avat (1) pa
inl. ‘

B ag X1l
SAMKST ADMIMNISTRAST

Pasal 16

Dalam hal Waljib Retribusi tidak membavar tepat pada waktunva atau
kurang membavar, dikenakan sanksi administrazi berupa bunga sebesa
3.% (dua persen) setiap bulan dari besarnva retribusi tarﬂtaﬁq WA
tidak atau kurang bavar dan ditagih dengan menggunakan 3STROD. )

B AR XI1
PEMHETAPAN LOKAST
Pasal 17

1) Setiap orang atau badan vang memarkir kendaraan wajib menempat-
kannya pada tempat parkir vang telah ditentukan.

(2 %Qﬁ-sé tempat-temnpat parkir sebagaimana dimaksud avat (1) pasal
inl Jditentukan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

&




Penetapan lokasil tempat-tempat parkir dengan memperhatikan :
a. Rencana tmum Tata FRuang Daerah (RUTRD};
b, Keselamatan dan kelancaran lalu lintas:
o, Yelestarian Lingkungan:

ad. Kemudahan bagl penggunan Jjasa.

B A B K\\/

LAKSAMAAMN DaM PEMGAWASAN

wx

Pasal 18

Pelaksanaan teknis atas berlakunya Peraturan Dasrah ini ditstap-
karm olsh Kepala Dasran.

Dengawasan atas pelaksanaan p*idfuidn Dasrah ini, dilakukan olsn
ITnspektorat Wilavah Kabupats Blora, Bagian Ketertiban dan
Baglian Hukum Sekretariat wlldyahzoa rah.,

Cepada  Aparat Pslaksana dan Pengawas sebagaimana dimaksud  ayat
: dan  avat (2) pasal ini, diberikan biasyva opsrasional yvang
ar dan pembaglannya, diatur dalam Surat Keputusan Kepals
crah  dan dituangkan dalam anggaran Pendapatan dan Belanja
Dasrah.

BaB XV

KETEMTUAN PIDANA . -

Frasal ‘.9

(1) Waiib rerbibusi yang tidak welaksanakan kewa Lhannya
sehingga  mer ug ik an Buangan Daerah  diancam  pidana
furwigan  paling lama & {wreamy Dulan s shvuda

palingg  banyab 4 {wwopat) kell Gumlah reberibugiy yahy
torrubang.
() Tindak  pidana sebagaibara Jinag

ing adalab pelangger i

caud ayal (1) patal

£

B3

pa—g

i i ntan
untuk m@iaﬂukan

Pajabat Pegawal Megeri Sipil tertentu i lingkungan Pems
Dasiah diberi waewenang kKhusus sebagai Penyidi

panyidikan tindak pidana i bidang retribusi rah
d;m&ﬁﬁud_‘:‘am Undang - undang Momor 8 Tahun 1981 tﬁntanq Huhum
Noaca—Ridana. D

-re,

Wewenang Penyidik  sebagaimana  dimaksud ayat (1) pasal  ini,
adalah:
&. Mens

rima, mencari, mengumpulkan, dan menelitl keterangan ats
laporan berkenaan dengan tindak pidans di  bidang retribu
s agar keterangan atau laporan tersebut  menjadi lebin
wgkap dan jelas;
&3 M@n&litia mencari,  dan  mengumpulkan kKetarangan  MEngenal
orang pribadi atau badan tentang kebsnaran perbuatan yang
lldﬁuhun sehubungan dengan tindak pidana retribusi  daerah
Ut ;

. M:mlnt& keterangan dan barang bukti dari orang pribadi  atau
buUu“ sehubungan dengan tindak pidana Jdi  bidang retribusi

e M'mwii.oa puku-buku, catatan-catatan dan dekumen-dokumen lain
berkensan dengan tindak pidana di bidang retribusil daerah;




4

@, Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembu-
kuarn, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan
penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

f. Meminta bantuan tenaga ahll <dalam rangka pelaksanaan tugas
penvidikan tindak pidana di bidang retribusi dasrah;

g, Menyvuruh berhenti, melarang sesecrang meninggalkan  ruangan
atau tempat pads saat pemeriksasan sedang  berlangsung  dan
memeriksa identitas orang dan atau dokumen vang dibawa
sebagaimana dimaksud pada huruf e

. Memotret sessorang berkaitan dengan tindak pidana di  bidang
retribusi daegrah;

i. Memanggll  orang untuk didengar ketersngannva dan  dipsriksa
sebagal tersangka atau saksi;

j. Menghentikan penyidikang

| k. Melakukan tindakan lain vang perlu untuk  kelancaran psnyi-
} dikan tindak pidana di bidang retribusi dasrah menurut hukum.
{37 Penyidik sebagaimana dimaksud avat (1) pasal ini, memberitahukan

dimulainva penvidikan dan menvampaikan hasil panyidikannya
kepada Penuntut Umum, sesusil dengan ketentuan vang diatur Dalam
Undang-undang MNomor 8§ Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana.

g B AaB }(‘v"I’
KETEMTUAN PEMNUTUR

Fasal 21

{1) Hal-hal vang belum diatur dalam Peraturan Dasrah ini, sepaniang
mengenal  pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala
Dasrah.

{(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah
Rabupaten Daerah Tingkat IT Rlora MNomor 12 Tehun 1981 tentang
Parkir Kendaraan { Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 171
Blora Tahun 1982 Momor 41 Seri B Nomor 8 ) beserta perubanannya
dinvatakan tidak berlaku lagi.

(3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
‘l' Agar supava sstiap orang dapat mengetahulnya, memerintankan

pengundangan Peraturan Daerah  inil dengan penempatannya dalam
Lembaran Dasrah.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 29 Oktober 1998

_QﬁgﬂﬁH ,5ﬁuﬂﬁm&;§gpALﬁ ?ﬁERﬁH TIMGKAT 11
II ﬁLuﬁmg ¢\ BLORA
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FENJELASAN

PERATURAN DAERAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BLORA
MOMOR 13 TaHUM 1998

TEMTAMGE

RETRIBUSTI PARKIR OI TEPRI Jalarl UMUM

PEMJIELASAN UMUM.

Sesual dengan Undang-undang Homor 5 Tahun 1974 tentand
pokak-pokok Pemerintahan Di Daerah, Pajak Dasrah dan Retribusi
Dacrah merupakan sumber pendapatan dagrah, agar daerah dapat
melaksanakan otonominya, yailtu mampu mengurus dan mengatur rumah
tangganya sendiri.
sumber pendapatan  daerah  tersebut diharapkan mampu menjadi
ST pembiayaan bagl penyelenggarasan paensrintanan dan
pembangunan  daerah serta dapat meningkatkan kesejahteraan ma-
svarakat. Oleh karena itu, diperlukan ketentuan/landasan hukum
vang dapat memberikan pedoman dan arahan bagi Daerah Tingkat II
kKhususnya Pemerintah Kabupaten Daesrah Tingkat 11 Blora dalam hal
pemungutan retribusi.

Gehubungan dengan telah ditstapkannya Undang-undang
Momor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Dasrah,
maka seluruh ketentuan yvang mengatur tentang Pajak dan Retribusi
d4i  Daerah Tingkat II perlu disesuaikan dengan Urdang-undany
dimaksud.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997
tentang Retribusi Dasrah vang merupakan peraturan pelaksanaan
dari Undang-undang Homer 18 Tahun 1997, Retribusi Parkir DI Tepil
Jalan Umum ditetapkan menjadi salah satu jenis retribusi dasran.
Dalam rangka menjamin ketsrtiban dan pelayanan kepada masyairakat
vang memanfaatkan/menggunaan Tasilitas parkir i tepi Jalan
umum,  maka diperlukan pengaturan retribusinya yang dituangkan
dalam Peraturan Dagrah.

PENJIELASAN PaSal. DEMI PasSal..

Pasal 1 huruf a s/d9 : Cukup jelas.
huruf 3

Pasal 1 huruf |

o~

- Retiribusi vang  pembavarannya ASNGan
menggunakan  SKRD  masa  retribusinya 1
(satu) bulan.

- Retribusi vang pembayarannya che s
menggunakan dokumen lain yvang dips
Kan dengan  SKRO Mass retribus
hariar. )

Pasal 1 huruf 1 s/d @ Cukup jslas.
huruf n

Pasal 2 s/d Pasal 3 @ Cukup Jelas.

, &




Gasal 4

11

Pasal 5

Pasal ¢ s/d Pasal

Pasal 9 avat (1)

Pasal 9 ayvat (2)

Pasal 9 avat {3)

Pasal 9 avat (4)

Pasal 10 avat (1)

Pasal 10 avat (2)
s/d avat (3)

3

3z

ax

%

Yang dimaksud dengan Badan adalah  suatu
bentuk badan usana yang meliputl Pesrssogan
Terbatas, Perseroan Komanditer., Persercan
lainnva, RBadan Usaha Milik HMHegara atau
Daerah dengan nama dan dalam bentuk  aps-—
DU, persekutuan, perkumpulan, firma,
kongsi, koperasi, vavasan atau organisasi
Yang sejenis, lambaga, dans pensiun,
bentuk usaha tetap sertsa  bentuk  badgan
usaha lainnva.

vang dimaksud dengan  Jasa  umuan acalah
kegiatan Pemerintan Dasrah berupa usaha
dan  pelavanan vang menyvababkan barand.
fasilitas, atau kemanfastan lainnva untuk
tujuan  dan kemanfagtan umum  serts  dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengsn dokumen  lain  wang
dipersamakan antara lain bearupa kKargis
masuk, Kupon, kartd langganan.

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborong-
kKan adalah banwa seluruh proses  kKegiatan
pemungutan retribusi tidak dapat dissrah-
kan kepada pihak ketiqas. Hamun  calam
paengertian ini Dukarn perarti Dahwa
Pemerintah Daerah tidak dapat beksirla sama
dengan pinak ketiga. DRengan sangat selek-—
tif  dalam  proses  pemungutan  retribusi,
Pemearintah Daerah dapat bekerja =g@ma
dengan  badan-badan tertentuy  vang karsna
profesionalismenyva  lavak dipercayva  untuk
ikut melaksanakan sebaglan tugas  pemungu-
tan jenis retribusi secara lebih sfisisn.
Keglatan pemungutan retribusi vang tidak
dapat  dikerjasamakan dengan pihak ketiga
adalah kegliatan perhitungsan basarnya
retiribusl terutany, pengawasan penveboran
retrlbu“. dan pensgilibhan retribusi.

Yang dimeks
umum, adala

naksud dengan parkir Jdi tepi Jalan
ialan 1

)&Pkir di badan jalan.

Cukup jelas.

- Kewaiiban untuk mengis SETRD beir-laku
bagl walib retribusi vang manggunaksan
jasa pelavanan pemerintah Dasrah  secara
terus  manerus, periodik dan  berlanggas
nan, misal @ bulanan, tahunan.

Bagl wajib retribusi vang menerima jasa
pelavanan secara  langsung  dan tidak
paeriodik, tidak diwajibkan untuk mengisi
IPTRD  dan  pembavaran retribusi  dapat
menggunakan karcis dan dokumen lain.

..... Cukup jelas
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hur-uf
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11 s/d Cukup jelas.

14 ayat (1)

EE

14 avat (2) = Dalam hal diterbitkan Surat Teguran,
a kadaluwarsa penaglhan dihitung
tanggal penvampalan Suralt Teguran
[} .
LUt

o} - - Yang dimaksud dengan pengakuan utang
retribusi secara langsung adalah waljib
retribusi dengan Kesadarannya menyatakan
masih mempunyai utang retribusil dan
pelum melunasinya  kepada Pemerintan
Cagrah.

- Yang dimaksud dengan pengakuan  utang
SECATS tidak langsung adalah wajib
retribusi tidak BRCATE nvata-nyata
langsung menyatakan batwa 1a mangakul
mempunyai utang retribusi kapada
Pemarintah Dasrat.

15 s/d Pasal 20 @ Cukup jelas.

(2)

20 avat (3) - Yang dimaksud dengan menyampaikan hasil
panyidikannya kapada Banuntut Ldmum
adalah menverahkan nasil penyidikan
kepada Penuntut Umum melalul  Penyidik
Polri.

21 = Cukup Jjelas.
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